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Dengan ini menyatakan bahwa Studi  Kasus yang saya buat adalah; 
1. Studi Kasus ini  belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 
akademik baik di UNPAS maupun perguruan tinggi lainnya; 
2. Studi Kasus ini adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian 
penulis dengan arahan dosen pembimbing; 
3. Di dalam Studi Kasus ini  tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang 
telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis 
dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan 
disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di 
Fakultas Hukum Unpas. 













  Prostitusi online merupakan tindak kejahatan yang di lakukan di 
media sosial yang melibatkan beberapa pihak antara lain penyedia 
jasa, pengguna jasa dan pekerja seks komersial (PSK). Meskipun pada 
dasarnya bentuk kejahatan ini sudah diatur pada UU No. 19 Tahun 
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi hal itu kurang 
maksimal disebabkan karena mudahnya akses internet serta 
penegakan hukum yang kurang efektif. Identifikasi  fakta hukum 
dalam studi kasus ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan 
hukum dari Majelis Hakim menggunakan  pasal 506 KUHP  terhadap 
terdakwa  yang melakukan  tindak pidana Prostitusi Online pada 
perkara putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg?, Apakah putusan 
Hakim dalam perkara Nomor: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, Sudah tepat 
apabila dikaitkan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis 
?, serta upaya hukum apa yang dapat diajukan oleh terdakwa Saepul 
Rohman terhadap putusan hakim tersebut?. 
  Alat analisis dalam studi kasus ini adalah interpretasi hukum 
dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dengan cara penafsiran 
hukum baik itu dengan interpretasi secara gramatikal,sistematis, dan 
sosiologis.  
  Kesimpulan dalam studi kasus ini adalah bahwa Pertimbangan 
hakim memutus perkara Nomor  174/Pid.sus/2019/PN.Bdg adalah 
didasarkan pada terbuktinya unsur-unsur di dalam 506 KUHP dengan 
fakta fakta dipersidangan. Putusan pengadilan Negeri Bandung Kls I 
A khusus yang menjatuhkan hukuman terhadap kasus Prostitusi 
Online menggunakan pasal 506 KUHPidana adalah tidak tepat karena 
tidak berlandaskan kepada asas lex specialis derogat legi generalis, 
padahal tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam undang-
undang informasi transaksi elektronik. Upaya hukum yang dapat 
dilakukan oleh terpidana apabila merasa keberatan terhadap putusan 
pengadilan yang dijatuhkan kepadanya adalah terpidana dapat 
mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali 
sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP 
 









Online prostitution is a crime committed on social media that involves 
several parties such as service providers, service users and commercial sex 
workers. Basically, although the form of the crime has been regulated in Law no. 
19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, this is less than 
optimal due to easy internet access and ineffective law enforcement. The 
identifications of legal facts in this case study are what is the basis for legal 
considerations from the Panel of Judges using article 506 of the Criminal Code 
against the defendant who committed the crime of online prostitution in the case 
of decision Number: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg?, has the verdict of the judge in 
case Number: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg been appropriate when it is related to 
the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis?, and what is the legal 
remedy that can be filed by the defendant Saepul Rohman against the verdict  of 
the judge?. 
The analytical tool used in the case study was legal interpretation with the 
aim of finding the truth by interpreting the law by interpreting it grammatically, 
systematically, and sociologically. 
Based on the outcome of the research, it can be concluded that the judge's 
consideration in deciding the case Number 174/Pid.sus/2019/PN.Bdg was based 
on the evidence of the elements in Article 506 of the Criminal Code with legal 
facts at trial. the Bandung District Court Class I A specifically which sentenced 
the defendant of Online Prostitution using Article 506 of the Criminal Code was 
inappropriate, because it is not based on the principle of Lex Specialis Derogat 
Legi Generalis and the Article relating to the crime is specifically regulated in the 
electronic transaction information law. The legal remedy that can be taken by the 
convicts if they object to the court's decision is that the convicts can file 
extraordinary legal remedies in the form of a judicial review as regulated in 
Article 263 of the Criminal Procedure Code. 
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diselesaikan tepat pada waktunya. penulis ingin menyampaikan ucapan 
terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 
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